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Abstract 
This study aims to analyze the calculation of benefits in kind (natura) and employee status recognition 
in the calculation of Article 21 Income Tax using the Average Effective Tax Rate (Tarif Efektif Rata-
rata/TER) at Muhammadiyah University of North Maluku (UMMU) Ternate. This research employed a 
qualitative method with a case study approach through observations, interviews, and documentation. 
The findings indicate that the implementation of Article 21 Income Tax calculation on benefits in kind 
has generally complied with Government Regulation No. 58 of 2023, Minister of Finance Regulation No. 
66 of 2023, and Minister of Finance Regulation No. 168 of 2023 through the application of the Average 
Effective Tax Rate (TER) supported by the DJP Online system. However, its implementation is still 
constrained by weaknesses in data management, information system integration, human resource 
competence, and differences in regulatory interpretation. These findings suggest that regulatory 
compliance should be supported by effective administrative governance and integrated information 
systems to optimize the implementation of Article 21 Income Tax on benefits in kind. 
 
Keywords: Article 21 Income Tax, Benefits in Kind (Natura), Average Effective Tax Rate (TER), Tax 
Compliance. 
 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan menganalisis perhitungan natura dan pengakuan status pegawai dalam 
perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) di Universitas Muhammadiyah 
Maluku Utara (UMMU) Ternate. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penerapan perhitungan PPh Pasal 21 atas natura telah sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2023, PMK 
Nomor 66 Tahun 2023, dan PMK Nomor 168 Tahun 2023 melalui penerapan TER yang didukung 
sistem DJP Online. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa pengelolaan data 
yang belum optimal, belum terintegrasinya sistem informasi, keterbatasan kompetensi SDM, serta 
perbedaan interpretasi regulasi. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan perlu 
didukung oleh penguatan tata kelola administrasi dan sistem informasi agar penerapan PPh Pasal 21 
atas natura berjalan lebih efektif. 
 
Kata Kunci: PPh Pasal 21, natura, Tarif Efektif Rata-rata (TER), kepatuhan pajak. 
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PENDAHULUAN 
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting 

dalam pembiayaan pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak yang memberikan 
kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh) 
Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan yang diterima pegawai. Dalam upaya 
meningkatkan kepatuhan sekaligus menyederhanakan administrasi perpajakan, 
pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang 
memperkenalkan mekanisme Tarif Efektif Rata-rata (TER) sebagai metode baru 
penghitungan PPh Pasal 21. Di sisi lain, pemerintah juga menerbitkan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 yang mengatur perlakuan pajak atas 
penghasilan berupa natura dan/atau kenikmatan. Kedua regulasi tersebut 
merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang menuntut pemberi 
kerja untuk melakukan penghitungan pajak secara lebih akurat, sederhana, dan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Penerapan TER tidak hanya bergantung pada besarnya penghasilan pegawai, 
tetapi juga dipengaruhi oleh ketepatan identifikasi objek pajak berupa natura dan 
ketepatan pengakuan status pegawai. Kesalahan dalam mengklasifikasikan natura 
sebagai objek atau bukan objek pajak maupun kesalahan dalam menentukan status 
pegawai dapat mengakibatkan ketidaktepatan pemotongan PPh Pasal 21 yang 
berimplikasi pada kepatuhan perpajakan institusi dan hak perpajakan pegawai. 
Oleh karena itu, implementasi kedua regulasi tersebut memerlukan sistem 
administrasi yang terintegrasi, pengelolaan data yang akurat, serta pemahaman 
yang memadai terhadap ketentuan perpajakan. 

Perguruan tinggi merupakan salah satu institusi yang memiliki karakteristik 
pengelolaan sumber daya manusia yang kompleks karena terdiri atas dosen tetap, 
dosen tidak tetap, tenaga kependidikan, pegawai kontrak, serta berbagai bentuk 
pemberian fasilitas dan tunjangan. Kondisi tersebut menyebabkan penerapan PPh 
Pasal 21 dengan mekanisme TER menjadi lebih kompleks dibandingkan organisasi 
dengan struktur kepegawaian yang homogen. Selain itu, keberagaman bentuk 
natura yang diberikan kepada pegawai meningkatkan tantangan dalam menentukan 
perlakuan perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Beberapa penelitian terdahulu umumnya membahas implementasi TER atau 
perlakuan pajak atas natura secara terpisah. Penelitian mengenai TER lebih banyak 
berfokus pada perbandingan metode perhitungan pajak atau dampaknya terhadap 
besaran PPh Pasal 21, sedangkan penelitian mengenai natura lebih menitikberatkan 
pada identifikasi objek pajak berdasarkan PMK Nomor 66 Tahun 2023. Penelitian 
yang mengintegrasikan implementasi TER dengan perlakuan pajak atas natura serta 
pengakuan status pegawai, khususnya pada institusi pendidikan tinggi, masih relatif 
terbatas. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait 
implementasi kedua regulasi tersebut secara simultan dalam praktik administrasi 
perpajakan. 

Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate dipilih sebagai 
lokasi penelitian karena memiliki karakteristik kepegawaian yang beragam dan 
menerapkan berbagai bentuk kompensasi kepada pegawai yang berpotensi 
menimbulkan permasalahan dalam penghitungan PPh Pasal 21. Hasil observasi 
awal menunjukkan adanya potensi ketidaktepatan dalam identifikasi natura, 
pengakuan status pegawai, serta pencatatan data kepegawaian yang berpengaruh 
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terhadap akurasi penghitungan pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 
kepatuhan terhadap regulasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan 
aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola administrasi, integrasi 
sistem informasi, serta kompetensi sumber daya manusia. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis 
implementasi perhitungan natura dan pengakuan status pegawai dalam 
penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) di 
Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Ternate. Penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan literatur perpajakan, 
khususnya mengenai implementasi kebijakan TER dan perlakuan pajak atas natura 
pada institusi pendidikan tinggi, sekaligus menjadi masukan bagi organisasi dalam 
meningkatkan kepatuhan dan efektivitas administrasi perpajakan. 
 
Kerangka Konseptual 

Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa implementasi PPh Pasal 21 
menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dipengaruhi oleh ketepatan identifikasi 
natura dan ketepatan pengakuan status pegawai. Kedua aspek tersebut menentukan 
akurasi pemotongan PPh Pasal 21 dan berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan 
perpajakan institusi. Dengan demikian, penelitian ini menganalisis implementasi 
perhitungan natura dan pengakuan status pegawai sebagai faktor yang 
memengaruhi efektivitas penerapan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-
rata (TER) di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Ternate. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 Kerangkan Konseptual 
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METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus untuk menganalisis implementasi perhitungan natura dan pengakuan status 
pegawai dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan Tarif 
Efektif Rata-rata (TER) di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) 
Ternate. Penelitian dilaksanakan di UMMU Ternate dengan memanfaatkan data 
primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara 
mendalam terhadap informan yang terlibat dalam pengelolaan perpajakan dan 
administrasi kepegawaian, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen 
institusional, peraturan perpajakan, serta dokumen pendukung lainnya. 
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, 
kemudian dianalisis secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin kredibilitas temuan, penelitian 
menerapkan teknik triangulasi dengan membandingkan hasil observasi, 
wawancara, dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang valid dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Implementasi Identifikasi dan Penilaian Natura 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Universitas Muhammadiyah Maluku 
Utara (UMMU) Ternate telah menerapkan prosedur identifikasi natura melalui 
inventarisasi fasilitas yang diberikan kepada pegawai sebagai dasar penghitungan 
PPh Pasal 21. Penilaian nilai wajar dilakukan oleh Bagian Keuangan dengan 
melibatkan konsultan pajak menggunakan pendekatan nilai pasar, seperti harga 
sewa untuk rumah dinas dan biaya penyusutan untuk kendaraan dinas. Namun, 
implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterlambatan pencatatan 
natura serta keterbatasan data pembanding untuk menilai fasilitas akademik 
tertentu.  

Temuan tersebut menunjukkan bahwa UMMU Ternate telah berupaya 
memenuhi ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 66 Tahun 2023. 
Akan tetapi, pencatatan natura yang belum dilakukan secara real-time 
menyebabkan informasi yang digunakan dalam penghitungan PPh Pasal 21 belum 
selalu akurat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penentuan 
penghasilan bruto pegawai dan besarnya pajak yang dipotong.  

Selain itu, keterlibatan konsultan pajak membantu mengurangi risiko 
kesalahan dalam penilaian natura, tetapi belum didukung oleh pedoman internal 
yang baku. Oleh karena itu, integrasi sistem informasi, pembaruan data secara real-
time, dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) diperlukan untuk 
meningkatkan akurasi dan efektivitas penghitungan PPh Pasal 21 atas natura.  
2. Pengakuan Status Pegawai dalam Penghitungan PPh Pasal 21 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Universitas Muhammadiyah Maluku 
Utara (UMMU) Ternate telah mengklasifikasikan status pegawai menjadi pegawai 
tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai sesuai ketentuan perpajakan sebagai 
dasar penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Meskipun demikian, masih terdapat 
kendala dalam menentukan klasifikasi dosen tidak tetap yang mengajar secara 
berkelanjutan serta pegawai kontrak dengan masa kerja yang panjang, sehingga 
berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam penghitungan PPh Pasal 21. 
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Selain itu, perubahan status pegawai di tengah tahun sering terlambat diterima oleh 
bagian keuangan sehingga penyesuaian perhitungan pajak masih dilakukan secara 
manual.  

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan status pegawai di UMMU 
Ternate secara umum telah mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2023. Namun, belum 
terintegrasinya sistem kepegawaian, penggajian, dan perpajakan menyebabkan 
pembaruan data belum berlangsung secara real-time. Akibatnya, keterlambatan 
informasi dapat memengaruhi ketepatan penerapan kategori TER dan 
meningkatkan risiko kesalahan dalam pemotongan PPh Pasal 21.  

Oleh karena itu, diperlukan integrasi sistem informasi, evaluasi berkala 
terhadap klasifikasi status pegawai, serta koordinasi yang lebih efektif antara bagian 
kepegawaian dan keuangan agar penghitungan PPh Pasal 21 dapat dilakukan secara 
lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 
3. Implementasi Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam Penghitungan PPh Pasal 

21 
Tabel 1. Kategori TER  

Sumber Data: Direktorat Jenderal Pajak, data diolah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Universitas Muhammadiyah Maluku 
Utara (UMMU) Ternate telah menerapkan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam 
penghitungan PPh Pasal 21 sejak Januari 2024 sesuai dengan ketentuan PP Nomor 
58 Tahun 2023. Penghitungan dilakukan menggunakan aplikasi perpajakan yang 
dikembangkan bersama konsultan pajak untuk meningkatkan ketepatan 
perhitungan dan meminimalkan kesalahan manual. Meskipun demikian, data 
penghasilan, status pegawai, dan natura masih diperoleh dari unit kerja yang 
berbeda sehingga proses input ke dalam aplikasi masih dilakukan secara manual 
menggunakan Microsoft Excel.  

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan TER telah mempermudah 
proses penghitungan PPh Pasal 21 dibandingkan sistem tarif progresif sebelumnya. 
Namun, belum terintegrasinya sistem kepegawaian, penggajian, dan perpajakan 
menyebabkan proses perhitungan masih bergantung pada ketepatan input data. 
Kondisi ini meningkatkan risiko human error dan keterlambatan pembaruan data 
yang dapat memengaruhi akurasi penghitungan pajak.  

Oleh karena itu, implementasi TER perlu didukung oleh sistem informasi 
yang terintegrasi sehingga data penghasilan, status pegawai, dan natura dapat 
diperbarui secara otomatis. Integrasi tersebut akan meningkatkan akurasi 

KATEGORI STATUS PTKP NILAI PTKP (Rp)

a. Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0) 54 juta

b. Tidak kawin dengan satu tanggungan (TK/1) 58,5 juta

c. Kawin tanpa tanggungan (K/0) 58,5 juta

a. Tidak kawin dengan dua tanggungan (TK/2) 63 juta

b. Tidak kawin dengan tiga tanggungan (TK/3) 67,5 juta

c. Kawin dengan satu tanggungan (K/1) 63 juta

d. Kawin dengan dua tanggungan (K/2) 67,5 juta

TER Kategori C Kawin dengan tiga tanggungan (K/3) 72 juta

TER Kategori B

TER Kategori A
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penghitungan PPh Pasal 21, mengurangi kesalahan administrasi, serta mendukung 
kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.  
4. Kendala Implementasi dan Upaya Peningkatan Kepatuhan Perpajakan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penghitungan PPh Pasal 
21 atas natura di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate masih 
menghadapi beberapa kendala, yaitu ketidaklengkapan dokumentasi natura, 
keterlambatan informasi perubahan status pegawai, belum terintegrasinya sistem 
kepegawaian, penggajian, dan perpajakan, serta adanya perbedaan interpretasi 
terhadap ketentuan perpajakan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi akurasi 
penghitungan PPh Pasal 21 dan meningkatkan risiko kesalahan administrasi 
perpajakan.  

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, UMMU Ternate telah 
melakukan koordinasi rutin antarunit, menyusun standar operasional prosedur 
(SOP) pencatatan natura, meningkatkan konsultasi dengan konsultan pajak, serta 
mengembangkan sistem informasi yang lebih terintegrasi. Selain itu, institusi juga 
menyelenggarakan pelatihan internal mengenai ketentuan perpajakan terbaru, 
khususnya terkait penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dan perlakuan pajak atas 
natura. Upaya tersebut menunjukkan komitmen institusi dalam meningkatkan 
kualitas administrasi perpajakan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan 
yang berlaku.  

Meskipun demikian, efektivitas implementasi masih memerlukan dukungan 
berupa integrasi sistem informasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, 
serta evaluasi berkala terhadap klasifikasi status pegawai dan penilaian natura. 
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akurasi penghitungan PPh Pasal 
21, meminimalkan risiko kesalahan administrasi, dan memperkuat kepatuhan 
perpajakan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Ternate.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penghitungan Pajak 
Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas natura di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara 
(UMMU) Ternate secara umum telah mengacu pada ketentuan perpajakan yang 
berlaku, khususnya PP Nomor 58 Tahun 2023, PMK Nomor 66 Tahun 2023, dan PMK 
Nomor 168 Tahun 2023. Kepatuhan tersebut tercermin dari adanya proses 
identifikasi natura, penentuan nilai manfaat yang diterima pegawai, 
pengklasifikasian status pegawai, serta penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) 
sebagai dasar penghitungan PPh Pasal 21. Temuan ini menunjukkan bahwa institusi 
telah melakukan penyesuaian terhadap perubahan regulasi perpajakan dan 
berupaya menerapkannya dalam sistem administrasi penggajian. 

Meskipun demikian, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa kepatuhan 
terhadap regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas pelaksanaan 
administrasi perpajakan. Masih ditemukan kendala berupa keterlambatan 
pelaporan natura, perubahan status pegawai yang tidak segera diperbarui, serta 
belum terintegrasinya sistem informasi antara bagian kepegawaian, keuangan, dan 
perpajakan. Kondisi tersebut menyebabkan proses penghitungan PPh Pasal 21 
masih memerlukan rekonsiliasi dan pemeriksaan ulang secara manual sehingga 
meningkatkan risiko kesalahan administrasi.  

Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan 
perpajakan tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi yang jelas, tetapi juga oleh 
kualitas tata kelola administrasi di dalam organisasi. Regulasi telah memberikan 
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pedoman mengenai objek natura, metode penilaian, dan mekanisme penghitungan 
pajak. Namun, apabila pengelolaan data belum dilakukan secara akurat dan 
terintegrasi, maka potensi terjadinya kesalahan dalam penghitungan PPh Pasal 21 
tetap akan muncul. Dengan kata lain, kepatuhan formal terhadap peraturan harus 
didukung oleh kepatuhan administratif melalui sistem informasi yang mampu 
menyediakan data secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. 

Selain aspek administrasi, penelitian juga menunjukkan bahwa koordinasi 
antarunit memiliki peran penting dalam mendukung implementasi PPh Pasal 21 
atas natura. Penghitungan pajak tidak hanya menjadi tanggung jawab bagian 
keuangan, tetapi juga bergantung pada ketepatan informasi yang disampaikan oleh 
bagian kepegawaian dan unit kerja lain yang memberikan fasilitas kepada pegawai. 
Keterlambatan penyampaian informasi mengenai perubahan status pegawai 
maupun pemberian natura menyebabkan proses penghitungan pajak harus 
disesuaikan kembali. Oleh karena itu, koordinasi yang efektif menjadi faktor penting 
untuk menjamin ketepatan pemotongan pajak. 

Penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) juga memberikan dampak positif 
terhadap penyederhanaan proses penghitungan PPh Pasal 21. Dibandingkan dengan 
mekanisme sebelumnya, penggunaan TER membuat proses pemotongan pajak 
menjadi lebih praktis dan efisien. Namun demikian, kemudahan tersebut hanya 
dapat dicapai apabila data yang digunakan telah valid. Penelitian ini menunjukkan 
bahwa penggunaan aplikasi perpajakan belum sepenuhnya menghilangkan potensi 
human error karena proses input data masih dilakukan secara manual. Hal ini 
menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan belum sepenuhnya 
optimal apabila belum didukung oleh integrasi data antarunit. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penilaian natura masih 
menghadapi tantangan, khususnya dalam menentukan nilai wajar atas fasilitas yang 
bersifat khas pada perguruan tinggi, seperti penggunaan laboratorium, fasilitas 
penelitian, atau akses layanan akademik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 
implementasi kebijakan perpajakan pada institusi pendidikan memiliki 
karakteristik yang berbeda dengan sektor usaha. Oleh karena itu, diperlukan 
pedoman teknis yang lebih rinci agar proses penilaian natura dapat dilakukan secara 
lebih objektif, konsisten, dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. 

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bahwa peningkatan 
kepatuhan perpajakan tidak cukup dilakukan melalui penerapan regulasi semata, 
tetapi juga memerlukan penguatan tata kelola administrasi. Pengembangan sistem 
informasi yang terintegrasi, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) 
mengenai pencatatan natura, pembaruan data pegawai secara berkala, serta 
peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang perpajakan merupakan 
langkah strategis yang dapat meningkatkan efektivitas penghitungan PPh Pasal 21. 
Dengan adanya perbaikan tersebut, proses administrasi perpajakan tidak hanya 
menjadi lebih efisien, tetapi juga mampu meminimalkan risiko kesalahan 
perhitungan maupun sanksi administrasi di masa mendatang.  

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa implementasi 
penghitungan PPh Pasal 21 atas natura di UMMU Ternate telah memenuhi aspek 
kepatuhan regulatif. Akan tetapi, efektivitas implementasinya masih dipengaruhi 
oleh kualitas pengelolaan data, koordinasi antarunit, kesiapan sumber daya 
manusia, dan integrasi sistem informasi. Dengan demikian, keberhasilan 
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implementasi kebijakan perpajakan tidak hanya bergantung pada pemahaman 
terhadap peraturan, tetapi juga pada kemampuan institusi dalam membangun 
sistem administrasi yang mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan secara 
akurat, efisien, dan berkelanjutan.  

 
KESIMPULAN 

Implementasi penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas natura di 
Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate secara umum telah 
sesuai dengan ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2023, PMK Nomor 66 Tahun 2023, 
dan PMK Nomor 168 Tahun 2023 melalui penerapan identifikasi dan penilaian 
natura, pengklasifikasian status pegawai, serta penggunaan Tarif Efektif Rata-rata 
(TER) sebagai dasar penghitungan pajak. Meskipun demikian, efektivitas 
implementasinya masih dipengaruhi oleh belum terintegrasinya sistem informasi, 
keterlambatan pembaruan data natura dan status pegawai, serta perbedaan 
interpretasi terhadap beberapa ketentuan perpajakan. Temuan ini menunjukkan 
bahwa kepatuhan terhadap regulasi perlu didukung oleh penguatan tata kelola 
administrasi melalui integrasi sistem informasi, penyempurnaan standar 
operasional prosedur, peningkatan koordinasi antarunit, dan pengembangan 
kompetensi sumber daya manusia agar penghitungan PPh Pasal 21 atas natura 
dapat dilaksanakan secara lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. 
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